BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Klsa 1A Padang, yang berhubungan dengan pola

pemidanaan pada tindak pidana kesusilaan terhadap anak, maka dapat penulis

simpulkan bahwa:

1. Pemidanaan oleh hakim terhadap tindak pidana kesusilaan terhadap anak
di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang. Ketentuan pidana yang dijatuhkan
hakim kepada pelaku tindak pidana kesusilaan yang berasal dari kalangan
dewasa maupun anak mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak, hakim menerapkan sanksi penjara dan denda bagi pelaku dewasa
sedangkan sanksi bagi pelaku anak sanksinya penjra, denda diganti dengan
pembinaan dan pelatihan kerja.

2. Pola pemidanaan oleh hakim terhadap tindak pidana kesusilaan di
Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, hakim dalam memberikan sanksi
kepada pelaku tindak pidana kesusilaan sudah mengacu kepada Undang-
Undang yang ada, dan sudah menerapkan minimum khusus yang tertinggi
bagi pelaku dewasa yakni, pola pemidanaanya cendrung 5 (lima) tahun
sampai dengan 6 (enam) tahun. Sedangkan bagi pelaku anak-anak

minimum khususnya juga tinggi, yaitu hakim cendrung memberikan sanki

108

UNI VERSI TAS BUNG HATTA



109

rata-rata 2 (dua) tahun, karena hakim mengacu pada Undang-Undang No.
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

3. Perbedaan pola pemidanaan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan
pelaku dewasa dan anak, dalam memutuskan suatu perkara pada tindak
pidana kesusilaan terhadap orang dewasa hakim menerapkan minimum
khusus paling tinggi yakni, penjara dan denda, sedangkan jika pelaku anak
maka hakim cenderung menerapkan minimum khusus paling rendah
yakni, penjara, denda diganti dengan pembinaan dan pelatihan kerja di luar

lembaga.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pembentuk Undang-Undang juga harus memikirkan
pemulihan keadaan anak sebagai korban, baik dalam bentuk biaya
pengobatan, termasuk masa depan anak, dengan melakukan perubahan
Undang-Undang dengan memasukkan pidana tambahan berupa restitusi
atas kerugian yang diderita korban, supaya anak mendapatkan keadilan
yang diharapkan oleh pembuat Undang-Undang dan masyarakat.

2. Diharapkan kepada jaksa selaku Eksekutor dengan hak dan kewenangan
yang dimilikinya agar melakukan tuntutan hukuman yang maksimal
kepada pelaku tindak pidana kesusilaan supaya tidak ada lagi terjadi kasus
di tengah masyarakat yang timbul lagi, seperti pemerkosaan, pencabulan
dan pelecehan seksual terhadap anak.

3. Diharapkan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara terhadap anak

yang berhadapan dengan hukum, agar lebih mengedepankan masa depan
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anak, selama anak dalam masa tahanan, pembinaan dan pelatihan kerja
harus benar-benar sungguh dilaksanakan agar setelah bebas anak tidak
melakukan lagi perbuatan yang sama dan men jadi manusia yang berguna

bagi bangsa dan masyarakat, karena anak adalah generasi penerus bangsa.

110

UNI VERSI TAS BUNG HATTA



